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MOTTO

Barang siapa vang menguasai sejengkal tangh secara dzalim kelak ia akan
dikalungi oleh Allah dengan belenggu seberat 7 (lapis) bumi *

* Abdrahman Al baghdady 1980 Serial Hukum Islam Terjemahan Hadist
Mutiafa'unalaih. Hal 67
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RINGRASAN

Skopsi e berudul TATA RUANG PERKOTAAN (Studi tentang
Perencanaan Tata Ruang di Kota Banyuwangi) Undane-l ndang No 24 Tahun
902 tentang Penataan Ruany merupakan pedoman baw Remcana Penataan Ruang
vane ada di Indonesis Dhdalam peraturan tersebul memuat juga  tentang
pemantaatan, pengendabian tnla ruang vang baik baw masvarakal dan hingkungan
UL B 1w

Metode penulsan densan cara metode  pendekatan secara Yurndis
Sonmall vang didukune dengan dala emping, vaiu pendekatan dengan jalan
menelagh melalw perendang-undangan vang berlaku saat ini, vang didukung
dengan  melakukan  wav ancara langsung  dengan  pihak-pihok  terkait  gunu
memecahbhan masalah wang imbul vang ada dalam penulisan skops: i Cara
anabists vang dilohukan dengan jalan membandingkan permuran  perundang-
undangan vang berlaku dan teon-teont vany berhwbungan langsung dencan
permasalahan.

Beyiu peéntingava penataan ruang korena disama akan menvanghul
perkembangan. kemakmuran. kesejahteraan bahkan efiel negail vang dinmbulkan
bak ftu angka kejahatan kecelakaan bahkan linghungan masyvarakat sekiarmya
memjadi terganggy untuk sulah pemeriniah daerah Propmst dan pemenntah
Kabupaten dibarapkon adanva sinergi rencana 1ata ruang

Salah sato komfiik vang senng muncul dan twa ruang adalah apakah
dolam penataan ruang prosés dan prosedurnya berjalan denvan baik dan benar,
jusa mengenat heterbusaan penataan ruang iu sendin lerulama tentang peran
seria masvarakat

Peran serin massarakat dalam proses perencanaan lata ruang dan
lighungan hidup masth sangatl terbatas Sosiahisasi vang umumnyva dalom bentuk
setminar perencanaan kota dan daerah vang diselengesrahan hanva pada tahap
aktur sesudah  dihastd®Eannya suata produk rencana  terihat lebih bersaifat
weremonial Oleh harema oy, diharaphan pada pihak Pemenntah Kabupaten
Banvewangi  khususssa . Bappeda  tetap  melibatkan  masvarakat  dan
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mensosialisasikan perencanaan tata ruang, tidak hanya terpaku pada kegiatan
seminar saja ftetapi melalw tindakan yang nyata pula jangan sampai pada
kemudian hari timbul permasalahan vang akhimya menimbulkan konflik sosial
yang mengarah pada perusakan sarana dan prasarana perkotaan dan sendi-sendi
sosial antar kelompok masyarakat vang sebelumnva sudah cukup kuat dan
terpelihara dengan baik.
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UNIVERSITAS JEMBES |
BAB I |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semenjak berkumandangnva proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia
tanggal 17 Agustus 1945 wilayah Indonesia vang merupakan negara kepulauan
vang terdin atas pulau besar dan kecil vang berderet-deret dari Sabang sampa
Merauke. memerlukan pembangunan prasarana dan sarana demi kelangsungan
pembangunan untuk mewujudkan cita-cita masvarakal vang adil dan makmur
sebagaimana dikehendaki Pembukaan Undang-Undang Dasar Negars Republik
Indonesia Tahun 1945,

Pancasila sebagai dasar dan f(alsafah Negara memberikan kevakinan
bahwa kebahagian hidup dapal tercapai jika didasarkan atas keserasian.
keselarasan dan keseimbangan, baik itu didasarkan pada hidup manusia sebagai
pribadi, hubungan manusia dengan manusia. hubunean manusia dengan alam
maupun hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Keyakinan tersebut
menjadi pedoman dalam penataan ruang.

Didalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
pasal 33 avat (3) vang berbunyi :

“Bumi dan air dan kekayvaan alam vang terkandung di dalamnya dikuasai
oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyvat”

Pada pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 :

“Negara bertanggung jawab atas penvediaan fasilitas pelayanan
kesehatan dan fasilitas umum yang lavak”
Betapa pentingnya fungsi bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam vang
terkandung di dalamnva dalam pembangunan masyarakat vang adil dan makmur,
vang merupakan tujuan perjuangan kita, kiranva tidak memerlukan penjelasan

lagi. Untuk mewujudkan masvarakal vang adil dan makmur perlu dilakukan
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kegiatan-kegiatan pembangunan baik itu fisik maupun non fisik. Tersedianya
tanah ataupun ruang merupakan unsure vang menentukan apakah usaha yang
direncanakan akan dapat dilaksanakan atau tidak, maka diperlukan penataan,
perencanaan, dan pemanfaatan yang baik agar terjadi kesesuaian di dalamnya

Adalah negara untuk mengolah, memanfaatkan dan menyediakan baik
bumi, air, kekayaan alam, fasilitas pelayanan umum yang layak demi
kemakmuran masyarakat yang adil dan makmur generasi sekarang maupun yang
akan datang. Di sinilah menjadi tolak ukur dan cita-cita bangsa Indonesia untuk
meningkatkan kehidupan masyarakatnya

Ruang wilayah Negara Republik Indonesia sebagai wadah atau tempat
bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dan melakukan kegiatannya, yang
merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia.
Pembangunan dan penataan tata ruang tidak hanya untuk mengejar kekayaan dan
kemakmuran saja namun juga keserasian, keselarasan dan keseimbangan yang
dicita-cita oleh bangsa Indonesia.

Tata ruang wilayah sangat diperlukan adanya penataan strategis bukan
hanya untuk keserasian dan keindahan semata tetapi juga harus adanya
keseimbangan antara lingkungan dan masyarakatnya Apabila keseimbangan
manusia dan alam terjaga dengan baik maka akan terjadi kehidupan di masyarakat
akan terjadi kenyamanan Di sadari bahwa tersedianya ruang terbatas, maka
pemanfaatannya ruang yang tidak ditata dengan baik kemungkinan menjadi
pemborosan pemanfaatan ruang dan penurunan kualitas ruang kehidupan. Karena
itu diperlukan penataan struktur dan pola tata ruang yang baik sehingga
pemanfaatan lahan dan ruang yang ada menjadi semaksimal mungkin, tanpa
adanya ruang dan lahan yang sia-sia dikemudian hari dan dapat digunakan untuk
kesejahteraan masyarakat masa kini dan masa yang akan datang,

Pengertian Ruang dalam Undang-Undang No 24 Tahun 1992 (LN Tahun
1992 Nomor 115, TLN Nomor 3501) tentang Penataan Ruang, meliputi ruang
daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat
manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara

kelangsungan hidupnya. Ruang daratan yang merupakan sebagian kecil dari ruang
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1.3 Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas. maka vang menjadi
permasalahan pokok dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berkut:
I~ Apakah proses dan prosedur perencanaan tata ruang di Kota Bamuwangi

berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan vang berlaku *

b

Apakah perencanaan tata ruang di Kota Banvuwang dilaksanakan secara

lerbuka 7

1.4 Tujuan Penulisan
Tujuan Penulisan vang penulis maksudkan dalam penulisan skripst ini
adalah sebagai berikut
I Untuk mengetahuw proses dan prosedur perencanaan tata ruang di kota
Banyuwangl telah dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan vang berlaku,
2. Ingin mengetahui keterbukaan dalam perencanaan lata ruang di kota

Banvuwangi,

1.5 Metode Penulisan

Penulisan skripsi memerlukan suatu metode penulisan. Agar suatu tulisan
tlmuah atau skripsi mempunyai nilai ilmiah, maka perlu diperhatikan svarat-svarat
metode ilmiah, metode dapat diartikan sebagal suatu prosedur atau rangkaian cara
yang sistematis dalam mencani kebenaran, sehingea dapat dihasilkan penulisan
vang optimal. Secara epistimologis, ilmiah atau tidak suatu skripsi adalah
dipengaruhi oleh pernlihan dan penggunaan metode penulisan. bahan atau data
kajian serta metode penelitian sehingga dapat dikatakan ilmiah dan dapal
dipertanggungjawabkan,

Oleh karena itu, dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode

penulisan sebagai berikut
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1.5.1 Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa vang terdapat di
dalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini
menggunakan suatu metode pendekatan undang-undang yaitu pendekatan yang
dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut
paut dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005:93).

Selain itu juga menelaah beberapa literatur, karya ilmiah beserta dokumen-
dokumen yang berkailan dengan tata ruang kota yang berasal dari Rencana Tata
Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi pada tshun 2005-2015 serta mengkaji
dan menganalisis data-data yang diperoleh kemudian diaplikasikan dalam bentuk
karya ilmiah berupa skripsi.

1.5.2 Sumber Bahan Hukum
Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari dua
sumber bahan hukum, yaitu -
1. Bahan Hukum Primer
Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat antara lain :
a  Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
b. Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan
Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan materi vang dibahas
2. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang erat kaitannva dengan
bahan hukum primer yakni:
a Pendapal para sarjana;
b. Keputusan-keputusan dari pejabat-pejabat Kabupaten Banyuwangi
yang berwenang;
¢. Literatur-literatur yang berhubungan dengan penataan ruang;
d. Dokumen-dokumen penataan ruang Kabupaten Banyuwangi vang
mendukung guna penulisan skripsi, vang dikeluarkan oleh pejabat

berwenang,
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1.5.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum dan Pengolahan Bahan Hukum
Pengumpulan data merupakan hal vang sangat erat hubungannva dengan
sumber data. karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data vang
diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesual dengan vang diharapkan Dalam
penuhisan skripsi ini penulis mengeunakan teknik pengumpulan data melalui:
| Wawancara
Wawancara merupakan suatu percakapan vang diarahkan pada masalah
lertentu dan merupakan proses tanva jawab, Dalam memperoleh data vang
berhubungan langsung dengan Kepala bagian fisik Badan Perencanaan
Kabupaten Banvuwangi yvang berujuan untuk mendukung pengumpulan data
dalam penulisan skripsi ini . sehingga didapar data vang benar-benar mewakilj
pokok permasalahan vang akan dibahas.
2. Studi Kepustakaan
Studi kepustakaan ni untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori,
pendapat-pendapatl  alaupun penemuan-penemuan vang berhubungan erat
dengan pokok permasalahan Kepustakaan tersebut berupa peraturan
perundang-undangan, karya ilmiah para sagana dan lain-lain  sumber
(Soemitro.  1998:98), Perundang-undangan tersebut hanva vang berkaitan
dengan Rencana tata ruang vang berlaku pada Kabupaten Banvuwangi serta
dokumen-dokumen vang berhubungan erat dengan tata ruang di Kota

Banyuwangi vang berhubungan langsung dengan skripsi imi

1.5.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum vang digunakan dalam penulisan ini adalah
analisa normatif’ dengan metode statute approach, vaitu upava vang dilakukan
dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi vang bersangkut paut
dengan 1su hukum vang sedang ditangani (Marzuki, 20035:93).

Mengingal permasalahan vang akan dibahas dalam skripsi i adalah
masalah Hukum, maka untuk menganalisa data vang diperoleh dipergunakan
melode analisis secara kualitatif vaitu penarikan kesimpulan dengan analisis data

secara logiha. Hal wm maksudnva untuk mengkaitkan antara data-data yang


http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/

7

diperoleh sehingga merupakan suatu kesatuan vang saling mendukung vakmi
menggambarkan fakta, masalah maupun data vang diperoleh untuk diterapkan
menurut landasan hukum vang berlaku, serta teori-teari vang ada diseriai dengan
analisa terhadap data primer,

Berdasarkan data vang diperoleh. kemudia di analisa sehingea dapat
dipergunakan untuk membahas permasalahan vang ada Data-data vang berupa
teori dan hasil studi literatur selanjutnya dijabarkan dalam bentuk uralan sebagai

landasan berpyjak dalam membahas permasalahan vang ada.
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BAB I
FAKTA, DASAR HUKUM, DAN L

2.1 Fakta

Kabupaten Banvuwangi terletak di antara 7°43° - 8%46° Lintane Selatan
dan 113°53" - 1 14°38" Bujur Timur. Secara admimstratif Kabupaten Banvuwangi
terdin dan 24 kecamatan. tiga kecamatan vaitu Kecamatan Tegalsari, Licin,
Siliragung  merupakan kecamatan baru sesual dengan Perda Kabupaten
Banyuwangi Nomor 32 Tahun 2004, Kabupaten Banyuwangi juga terdiri dari 23 |
Relurahan dan 189 desa, 775 dusun, 2.848 RW dan 10.569 RT, dengan batas-
batasnva sebagai berikut -

I Sebelah utara Kabupaten Situbondo

2. Sebelah timur Selat Bali

3. Sebelah selatan Samudera Indonesia

4 Sebelah barat Kabupaten Jember dan Bondowoso

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No. 32 Tahun
2004, Wilayah Kota Banvuwangi meliputi areal seluas 2.730 Ha. vang meliputi 24
Kelurahan, vang meliputi 16 Kelurahan Kecamatan Banyuwangi, 6 Kelurahan
Kecamatan Giri dan 2 Kelurahan Kecamatan Glagah dan batas-batas kota
Banyuwangi adalah sebagai berikut :

I, Sebelah utara Kecamatan Giri

2. Sebelah umur Selat Bali

3. Sebelah selatan Kecamatan Kabat

4. Sebelah barat Kecamatan Glagah

Wilavah Kabupaten Banyuwangi vang demikian strategis sangat
diperlukan pengaturan penataan ruang vang cukup strategis baik dari lingkungan,
keadaan penduduk maupun manfaat untuk Jangka panjang ke depan vang harus
sesual dengan peraturan perundang-undangan vang berlaku baik itu Undang- 5
Undang maupun Perda. Dalam perkembangannya, menvesuaikan dengan kondisi
kenyataan dan hebutuhannya, penataan ruang mengalami perkembangan.

Berbagai masalah dan pola-pola perubahan / dinamika masvarakat terbentuk.
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Dengan adanva Rencana Umum Tata Ruang Kota maka terjadilah
perubahan tata ruang Kota Kabupaten Banvuwangi, di samping ilu Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi telah mengeluarkan Perda Nomor 31 Tahun 2002 lentang

Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banvuwang Tahun 1999 —
2010,

2.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penulisan sknipsi yang berjudul - TATA RUANG
PERKOTAAN (Studi tentang Perencanaan Tata Ruang di Kota
Banyuwangi) adalah sebagar berikut

I. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33
avat (3},

“Bumi dan air dan kekayaan alam vang terkandung di dalamnya

dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar
kemakmuran masvarakat™

2. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/]1999 tentang Gans-gans Besar
Haluan Negara Tahun 1999-2004. Bab IV Arah Kebijakan, Bidang

Ekonomui Butir 16.

"Mengembangkan kebijakan pertanahan untuk meningkatkan
pemanfaatan dan penggunaan tanah secara adil, transparan, dan
produktif dengan mengutamakan hak-hak rakyat setempat,
termasuk hak ulayat dan masvarakat adat. serta berdasarkan tata
ruang wilavah vang serasi dan seumbang”

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-
Pokok Agraria (LN Tahun 1960 Nomor 104, TLN Nomor 2043), Pasal 14
aval (1)

“Dengan mengingat ketentuan-ketentuandalam Pasal 2 ayat (2) dan (3).
Pasal 9 avat (2) serta Pasal 10 avat( ) dan (2) Pemerintah dalam rangka
Sosialisme Indonesia, membuat suaty rencana umum mengenai
persediaan, peruntukkan. dan penguunaan bumi, air dan ruang angkasa
serta kekavaan alam vang terkandung di dalamnva

a  untuk keperluan Negara:
b, untuk keperluan peribadatan dan keperluan-keperluan suci lainnva,
sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
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¢ untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakal, sosial,
kebudayaan, dan lain-lain kesejahteraan;

d. untuk keperluan memperkembangkan produksi  pertanian,
peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;

e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan
pertambangan,

ayat (2).

“Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) Pasal ini dan
mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah
Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air
serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan
daerah masing-masing™.

aval (3).

“Peraturan Pemerintah Daerah yang dimaksud dalam ayat (2) Pasal
ini berlaku setelah mendapat pengesahan, mengenai Daerah
Tingkat I dari Presiden, Daerah Tingkat II dari Gubenur Kepala
Daerah yang bersangkutan dan Daersh Tingkat I dari
Bupati/Walikota/Kepala Daerah yang bersangkutan™.

Pasal 15,

“Memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta
mencegah kerusakannya adalah kewajiban fiap-tiap orang, badan
hukum atau instansi yang mempunyai hubungan hukun dengan
tanah itu, dengan memperhatikan pihak yang ekonomis lemah”.

Penjelasan Umum 11 (8),

“Akhirnya untuk mencapai apa yang menjadi cita-cita bangsa dan
Negara tersebut di atas dalam bidang agraria, perlu adanya sualu
rencana (planning) mengenai peruntukan, penggunaan dan
persediaan bumi, air dan ruang angkasa untuk berbagai
kepentingan hidup rakyat dan Negara: Rencana Umum {national
planning) vang meliputi seluruh wilayah Indonesia, vang kemudian
diperinci menjadi rencana-rencana khusus (regional planning) dari
tiap-tiap daerah (Pasal 14). Dengan adanya planning itu maka
penggunaan tanah dapat dilakukan secara terpimpin dan teratur
hingga dapat membawa manfaat yang sebesar-besamya bagi
Negara dan rakyat”,
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4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 lentang Penataan Ruang (LN
Tahun 1992 Nomor 115, TLN Nomor 3501)
Pasal 19
avat (1),
Rencana tala ruang dibedakan atas-
4 Rencana Tata Ruang wilayah Nasional:
b. Rencana Tala Ruang wi layah Propinsi Daerah Tingkat I

¢ Rencana Tata Ruang wilavah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat 11

aval (2)

“Rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam avat (l)
digambarkan dalam peta wilayah negara Indonesia. peta wilayah
Propinsi Daerah Tingkat I, peta wilayah Kabupaten Daerah Tingkat
I, dan peta wilayah Kotamadva Daerah Tingkat 11, vang tingkat
heteliannya diatur dalam peraturan perundang-undangan”

Pasal 20

ayat (1)
Rencana Tata Ruang wilayah Nasional merupakan strategi dan
arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang wilayah negara vang
meliputi:

a  twuan nasional dari pemanflaatan ruang untuk pemingkatan
hesejahteraan masyarakat dan pertanahan nasional:
struktur dan pola pemantaatan ruang wilavah nasional.
kritenia dan pola pengelolaan kawasan lindung. kawasan budi
dava. dan kawasan tertentu.
ayat (2).

Rencana Tata Ruang wilayah Nasional berisi-

a4 penelapan kawasan lindung, kawasan budi dava dan kawasan
tertentu yang ditetapkan secara nasional:

b norma dan criteria pemanfaatan ruang:

> pedoman pengendalian pemanfaatan ruang

ayat (3).
Rencana Tata Ruang wilavah Nasional menjadi pedoman untuk:

d. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilayah
nasional;
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b mewwudkan Keterpaduan. keterkaitan  dan keseimbangan
perkembangan antar wilavah serta keserasian antar sektor:

¢ pengarahan lokasi myestasi vang dilaksanakan Pemerintah dan
atau masvarakal,

d. penataan ruang wilavah Propinsi Daeral Tingkat | dan wilavah
Kabupaten’Kotamadya Daerah Tinekat 1]

avat (4.

“Jangka waktu Rencana Tata Ruane Wilavah Nasional adalah 23
tahun”

avar sy

“Rencana Taln Rueang  wilavah  Nastonal ditetapkan  dengan
Peraturan Pemernniah”

Pasal 21
avat (1)

Rencana Tata Ruang wilavah Propins1  Daerah  Tingkat |

merupakan  peryabaran  strategr  dan  arahan kebijaksanaan

pemanfaatan ruang wilavah nasional ke dalam strategs dan struktur

pemanfaatan ruang wilavah Propinsi Daerah Tingkat . vang

meliputi:

A tujuan pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat |
untuk peningkatan kesejahteraan masvarakat dan pertahanan

keamanan:
b. struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah Propinsi Dasrah
Tingkat 1.
¢ pedoman pengendalian pemanfaatan ruang wilavah Propins
Daerah Tingkal 1
aval (2}

Rencana Tata Ruang wilavah Propinsi Daerah Tingkat | herisi

a  arahan pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi dava

b. arahan pengelolaan kawasan pedesaan, kawasan perkotaan, dan
hawasan tertentu:

¢ arahan  pengembangan  kawasan pemukiman.  kehuwanan,
pertanian.  pertambangan.  perindustrian,  pariwisata.  dan
kawasan lannva,

d - arahan pengembangan sistem pusal pemukiman pedesaan dan
perkotaan.

¢ arghan pengembangan sistem prasarana wilavah «ang meliputi
prasarana transportasi, telekomunikasi. energl, peneairan, dan
prasarana pengelolaan lingkungan,

[ arahan pengembanpan kawasan vang dipnioriaskan.
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g arahan kebijaksanaan tata guna tanah. tala suna air, lata £una
udara, dan tlata guna sumber dava alam lainnva, serta
memperhatikan keterpaduan dengan sumber dava manusia dan
sumber dava buatan.

ayat (3),

Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat | menjadi

pedoman untuk:

a. perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilavah
Propinsi Daerah Tingkat I

b. mewujudkan keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan
perkembangan antar wilayah Propins: Daerah I'imgkat | serta
keserasian antar sektor;

¢ pengarahan lokasi investasi vang dlaksanakan Pemerintah dan
atay masvarakat;

d. penataan ruang wilavah Kabupaten/Kotamadva Daerah Tingkat
IT vang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan
lokasi pembangunan,

avat (4).

“Jangka wakiu Rencana Tata Ruang wilavah Propinsi Daerah
Tingkat I adalah 15 tahun™,

aval (3)
“Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat |
ditetapkan dengan Peraturan Daerah™

Pasal 22

ayat (1),

Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadva Daerah

Tingkat I merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang wilavah

Propinsi Daerah Tingkat [ ke dalam strategi pelaksanaan

pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat

Il. vang meliputi:

4 tujuan pemanfaatan ruang wilavah Kabupaten/Kolamadva
Daerah Tingkat I untuk peningkatan kesejahteraan masvarakat
dan pertahanan keamanan:

b rencana stuktur dan pola pemanfastan ruang wilavah
Kabupaten/Kotamadva Daerah Tingkat 11:

C. rencana umum tata ruang wilayah Kabupaten/Kolamadva
Daerah Tingkat 11,

d pedoman pengendalian pemanfaatan ruang  wilavah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 11
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arahan kebijaksanaan tata guna tanah. tata guna air. tata funa
udara, dan tata puna sumber dava alam lainnva, serta
memperhatikan keterpaduan dengan sumber dava manusia dan
sumber dava buatan.

Rencana Tata Ruang wilavah Propinsi Daerah Tingkat 1 menjadi
pedoman untuk

a.

b.

d.

avat (4).

perumusan kebyjaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilavah
Propinsi Daerah Tingkat I

mewujudkan  keterpaduan, keterkaitan dan keseimbangan
perhembangan antar wilayah Propinsi Daerah Tingkat | seria
keserasian antar sektor;

pengarahan lokasi investasi vang dlaksanakan Pemerintah dan
dau masvarakat;

penalaan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat
Il vang merupakan dasar dalam pengawasan terhadap perizinan
lokas: pembangunan.

“Jangka waktu Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah
Tingkat | adalah 15 tahun™,

avat (5).

“Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat |
ditetapkan dengan Peraturan Daerah”

Pasal 22

avat (1),

Rencana Tala Ruang wilavah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat Il merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang wilavah
Propinst Daerah Tingkat | ke dalam strategi pelaksanaan
pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadva Daerah Tingkat
I1, vang meliputi:

d

tujuan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya
Daerah Tingkat I untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat
dan pertahanan keamanan:

rencana  stuktur dan pola pemanfaatan ruang wilavah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 11;

rencana umum fata ruang wilavah Kabupaten/Kotamadva
Daerah Tingkat II:

pedoman  pengendalian  pemanfaatan ruang  wilavah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II.
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aval (2).

Rencana Tata Ruang wilavah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat 11 berisi:

a
b.

m

avat (3)

pengelolaan kawasan lindung dan kawasan budi dava,
pengelolaan kawasan pedesaan. kawasan perkotaan, dan
kawasan terientu;

sistem kegiatan pembangunan dan sistem pemukiman pedesaan
dan perkotaan:

sistem  prasarana  transportasi, lelekomunikasi,  energ,
pengairan, dan prasarana pengelolaan lin kungan.

penalagunaan tanah. penatagunaan air, penalagunaan udara.
dan penatagunaan sumber dava alam lainnva, seria
memperhatikan keterpaduan dengan sumber dava manusia dan
sumber daya buatan.

Rencana Tata Ruang wilavah Kabupaten/Kotamadva Daerah
Tingkat Il menjadi pedoman untuk:

a;

b

avat (4).

perumusan kebijaksanaan pokok pemanfaatan ruang di wilavah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat [1;

mewujudkan  keterpaduan, keterkaitan, dan Keseimbangan
perkembangan antar wilavah Kabupaten/Kotamadva Daerah
Tingkat 11 serta keserasian antar sekior:

penetapan lokasi investasi yang dilaksanakan Pemerintah dan
atau masvarakat di Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II;
penyusunan rencana rinci tata ruang di Kabupaten/Kotamadva
Daerah Tingkat IT;

pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi
kegiatan pembangunan,

“Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadva Daerah

Tingkat 11 menjadi dasar untuk penerbitan penizinan lokasi
pembangunan™,

avat (5).

“langka waktu Rencana Tata Ruang wilavah Kabupaten
/Kotamadya Daerah Tingkat I1 adalah 10 tahun™

avat {(6),

“Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadya Daerah
Tingkat II ditetapkan dengan Peraturan Dagrah *
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Pasal 23
ayat (1).

“Rencana tata ruang kawasan pedesaan dan rencana tata ruang
kawasan perkotaan merupakan bagian dari Rencana Tata Ruang
wilayah Kabupaten/K otamadva Daerah Tin gkat I1”

avat (2).

“Rencana tata ruang kawasan tertentu dalam rangka penataan
ruang wilayah nasional merupakan bagian vang tidak terpisahkan
dari Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat [ dan
dtau Rencana Tata Ruang wilavah Kabupalen/Kotamadyva Dasrah
Tingkat 11 yang ditetapkan dengan Kepulusan Presiden ~

2.3 Kerangka Teori
2.3.1 Pengertian Tata Ruang dan Penataan Ruang

Di dalam istilah geografi umum. vang dimaksud dengan ruang adalah
seluruh permukaan bumi yang merupakan tempat hidup tumbuh-tumbuhan,
hewan dan manusia Sedang dalam geografi regional ruang dapal merupakan
suatu wilavah vang mempunya: batas geografi vaitu batas menurut keadaan fisik,
sosial atau pemerintahan, yvang terjadi dari sebagian permukaan burm dan lapisan
tanah di bawahnya serta lapisan udara di atasnva (Wi Kantivoso, 1997-4)

Pengertian tata ruang menurut pasal | angka 2 Undang-Undang No.24
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang bahwa tata ruang adalah w ujud struktural
dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak.

Tata ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik
direncanakan (lingkungan buatan) maupun yang tidak direncanakan {ingkungan
alamiah), vang direncanakan antara lain kawasan permukiman, daerah industri.
kompleks perkantoran dan perdagangan, tempat rekreasi buatan dan sebagainva,
sedangkan tata ruang vang tidak direncanakan meliputi antara lain wilavah aliran
sungai, danau, suaka alam, gua. gunung. dan perbukilan. Wujud struktural
pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk rona lingkungan alam,
lingkungan sosial dan lingkungan buatan vang secara hierarki dan struktural
berhubungan satu dengan lainnva membentuk tata ruang. Wujud struktural

tersebut diantaranva meliputi hierarki pusal pelayanan seperti pusat kota, pusat
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lingkungan. pusat pemerintahan. prasarana jalan seperti jalan arteri. jalan holektor.
dan jalan lokal mncangan bangun kota seperl ketinggian bangunan, jarak antar
bangunan. sans langit dan sebagainva  Sedane vane dimaksud denuan poly
pemanfaatan ruang adalal bentuk  pemanfantan ruang vang menggambarkan
dhuran. Junesi. serta karakter kegratan manusia Jdan atau kewiatan alam Wgud
pola pemanfaatan ruang tersebut di amaranva meliputs pola lokasi. sebaran
pemukiman. tempat kenja, industri dan pertaman serta pola penggunaan tunah
pedesaan dan perkotaan (penjelasan pasal | nngks 2 Undang-undanyg No 24 Tahon
[992 lenang Penalaan Ruang)

Tata ruang dan lingkungan hidup mengandune arj vang sangat luas. tetapi
sekaligus juga sering kali punva konotasi sempit terbatas pada perencanaan {isik
semata-mata (Budiharjo. 1995:3) |

Penataan ruang adalah proses perencanaan i ruang, pemanlaalan ruang
dan penvendalian pemanfaatan ruane. vang mana ruane adalah wadah vane
meliputl ruang wilavah daratan. lautan dan ruang udara (Pasal | angka | dan
angka 3 Undang-undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang),

Perencanaan merupakan aktifitas vang multi disiplin, terintegras: dan
merupakan proses vang sistematis (mengpeundhan metode tertentu), Perencanaan
di dalamnya mengandung  twjuan. kebyaksansan, rencana prosedur,  serta
program-program. dengan demikian rencand kota merupakan rencana vang
disusun dalam rangka pengaturan pemanfanian ruang kota, vang menvanskut
masalah kebuluhan atau kepentinean vane saling terkait dalam pemanlaatan

sumber daya (ruang kota) vang sudah sangal lerbatas ( Wikantivoso. 1997.7)

1.3.2 Subjek Tata Ruang

Subjek dari tata ruang adalah manusia nu sendirl. manusia merupahan
bagian terkeall dan keluarga dan masyarakat. kenapa manusia dikatakan subjek
kurena manusia melakukan keeiatan didalan oty ruang vang berhubungan dengan
manusia vang lainnva. Peran serta masvarakat umuk ikt dalam pergncanaarn

tertuang di dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Neseri Nomor U
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Tahun !WﬂmsTmCm?mSmMWDﬂnanumm
Tata Ruang di daerah yang berbunyi :
“Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat
dilakukan oleh orang seorang, kelompok orang, termasuk masyarakat
hukum adat, kelompok profesi, kelompok minat dan badan hukum”
Manusia yang melakukan kegiatan, sedangkan bangunan, tanaman dan
makhluk hidup lainnya merupakan pelengkap saja pada Pasal 4 aval (2) huruf a
dan b Undang-Undang No.24 Tahun 1992 lentang Penataan Ruang menyebutkan,
bahwa setiap orang berhak untuk -
4 mengetahui rencana tala ruang:
b. berperan serta dalam penyusunan rencana tala ruang, pemanfaatan
ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang

2.3.3 Ruang Lingkup Penataan Ruang

Ruang lingkup (scope) penataan ruang adalah proses perencanaan tata
ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfastan ruang Di dalam
Undang-Undang No.24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang membagi penataan
ruang menjadi 3 lingkup utama, yaity :

1. Permnanaanwmruang;

2. Pemanfaatan tata ruang;

3. Pengendalian pemanfaatan tata ruang,
|. Perencanaan Tata Ruang

Perencanaan tata ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta
masyarakat. Peran serta masyarakat merupakan faktor yang sangat penting karena
pada hasilnya penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan
masyarakat. Baik itu untuk kalangan ekonomi menengah dan ekonomi lemah
berhak berperan serta dan ikut serta dalam perencanaan.

Perencanaan tata ruang dengan hasil utama rencana tata ruang (RTR)
dalam berbagai tingkatan wilayah dan kawasan rencana tata ruang terutama
benisikan pola alokasi pemanfaatan ruang dan berbagai aktifitas pembangunan
beserta sarana dan prasarana penunjang aktifitas tersebut, Rencana Tata Ruang
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Juga dilengkap: arahan aspek pelaksanaan pembangunan akfifitas sarana dan
prasarana. Di dalam “penvusunan dan penetapan’ rencana tata ruang, penjelasan
dtas Pasal 13 avat (1) Undang-Undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan
Ruang menggariskan 4 tahap, langkah kegiatan vaitu

I menentukan arah pengembangan vang akan dicapai dilihat dari sepl
ekonomi, sosial. budaya, dava dukung. dan dava tampung lingkungan
serta fungsi pertahanan dan keamanan

2. mengidentifikasikan berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam

suatu wilavah perencanaan:
3. perumusan perencanaan lata ruang;
4. penelapan rencana taia ruang,
2 Pemanfaatan Penataan Ruang
Keterbatasan ruang yang ada menvebabkan pemanfaatannyva harus diatur
agar memenuht kebutuhan pihak secara adil  efisien dan berkelanjutan.
Pemanfaatan ruang melalui pengaturan ini dapat dicapa
Jika pelaksanaan pembangunan akiifitas sarana dan prasarana pemanfaatan
ruang didasarkan pada rencana tata uang. Pemanfaatan tata ruang ini sering
disebut pelaksanaan rencana tata ruang Dengan adanya pemanfaatan tata ruang
vang diperoleh antara lain vang diatur didalam Undang-Undang No 24 Tahun
1992 tentang Penataan Ruang vakni:

Pasal 15

(1) Pemanfaatan ruang dilakukan melalui pelaksanaan  program
pemanfaalan ruang beserta pembiavaannya, vang didasarkan atas
Tencana lata ruang,

(2) Pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud  dalam avat (1)
diselenggarakan secara bertahap sesuai dengan jangka wakiu vang
ditetapkan dalam rencana tata ruang

Pasal 2]

(1) Rencana Tata Ruang wilavah Propinst Daerah Tingkat I merupakan
pemjabaran strategi dan arahan kebijaksanaan pemanfaatan ruang
wilavah nasional ke dalam strategl dan struklur pemanlaatan ruang
wilavah Propinsi Daerah Tingkat 1. vang meliputi |

4 lujuan pemanfaatan ruang wilavah Propmsi Daerah Tingkat |
untuk kesejahteraan masvarakat dan pertahanan keamanan:
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b. stuktur dan pola pemanfaatan ruang wilavah Propinsi Daerah
Tingkat I,

¢ pengendalian pemanfatan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat
I

Pasal 22

(1) Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten/Kotamadva Daerah Tingkat

Il merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang wilayah Propinsi
Daerah Tingkat 1 ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang
wilayvah Kabupaten/Kolamadya daerah Tingkat 1L vang meliputi;

4 tujuan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kotamadva Daerah
Tingkat [1 untuk pemingkatan kesejahteraan masvarakat dan
pertahanan keamanan:

b rencana siruktur dan pola pemanfastan ruamg wilayah
Kabupalen/Kotamadya Daerah Tingkat I;

¢. rencana umum tata ruang wilavah Kabupaten/Kotamadva Daerah
Tingkar II.

d pedoman  pengendalian pemanfaatan  ruang  wilayah
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 1l

Dapat diambil suatu kesimpulan pemanfaatan ruang vang berkualitas
dimaksudkan untuk (Budiharjo. 1995-23) :

d

b.

o

mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas berbudi luhur, dan
sejahtera;

mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber dava alam.
sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
meningkatkan pemanfaatan sumber dava alam dan sumber dava
buatan secara berdaya guna, berhasil guna. dan tepat guna untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia:

mewwjudkan perhindungan fungsi ruang dan mencegah serta
menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan:

mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan

3. Pengendahan Pelaksanaan Rencana Tata Ruang

Pengendalian ini terdini alas pengawasan dan penertiban pengawasan.

Pengawasan diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan, dan evaluasi.

Penertiban diselenggarakan dalam bentuk pengenaan sanksi dan juga pemberian

ijin dalam penataan ruang
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2.3.4 Tujuan Utama Penataan Ruang
Tujuan penataan ruang terdapat didalam Pasal 3 Undang-Undang No.24
Tahun 1992 tentang Penataan Ruang bertujuan:

8 fterselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan yang
berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional:
lerselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan
kawasan budi daya:

tercapainya pemanfaatan ruang yvang berkualitas untuk:

b.

C.

1.

3

mewwjudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur, dan
sejahtera;

mewwudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber dava alam
dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya
manusia;

meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya
buatan secara berdaya guna, berhasil guna, dan tepat guna untuk
meningkatkan kualitas sumber daya manusia;

mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah seria
menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan;

mewujudkan  keseimbangan kepentingan  kesejahteraandan
keamanan,

Dengan tujuan yang demikian, maka penataan ruang dimaksudkan untuk
mengatur hubungan antara berbagai kegiatan dengan fungs; ruang guna

tercapainya pemanfaatan ruang vang berkualitas (penjelasan atas pasal 3 diatas).
Dengan demikian penataan ruang bukan sekedar mengalokasikan ruang untuk

suatu kegiatan tertentu melainkan untuk penempatan ruang vang sesuai dengan
kemampuannya.
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PEMBAHASAN

3.1 Proses dan Prosedur Perencanaan Tata Ruang di Kota Banyuwangi
3.1.1 Rencana Pengelolaan Kota Banyuwangi
Dalam suatu wilayah kabupaten, terdapal dua jenis kawasan fungsional
vaitu kawasan pedesaan dan kawasan perkotaan terdapat kawasan tertentu
Rencana pengelolaan kawasan perkotaan, kawasan pedesaan dan kawasan tertentu |
dirumuskan untuk mencapai keserasian hubungan fungsional antara kawasan-
kawasan tersebut

Bentuk-bentuk pengelolaan kawasan perkotaan, pedesaan dan kawasan
tertentu meliputn - kelembagaan. program pemanfaatan, dan pengawasan Kepala
Daerah berwenang mengendalikan pemanfaatan ruang melalui pengawasan dan
penertiban di kawasan perkotaan dan pedesaan.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten
Banyuwangi 2005-2015. rencana pengelolaan kawasan perkotaan adalah sebagai
berikut -

a Pengawasan

Adalah usaha untuk menjaga kesesuman pemanfaatan ruang dengan fungsi
ruang vang ditetapkan dalam rencana lala ruang. Kegiatan pengawasan
dimaksudkan untuk mengikuti dan mendata perkembangan pelaksanaan
pemanfaatan ruang vang dilakukan oleh semua pihak sehingga apabila
terjadi penyimpangan pelaksanaan pemanfaatan ruang dan rencana yang
telah ditetapkan dapat diketahui upaya penvelesaiannva.  Upaya
penvelesaiannya penyimpangan pemanfaatan ruang dilakukan melalui
jalur admmistrasi dan hukum sesuai dengan peraturan perundangan vang
berlaku, Kegiatan pengawasan pemanfaatan ruang yang dilakukan di
kawasan perkotaan dan pedesaan, meliputi

I. Pelaporan, dilakukan dengan memberikan informasi secara objektil
dan berkala tentang pemanfaatan ruang vang dapat juga dilakukan
oleh masyarakal sebagai kontrol sosial, Kegialan pelaporan,
meliputi

I.1 Menyiapkan dan menernima laporan secara objektif mengenai
pelaksanaan pemanfaatan ruang

21

R, e T
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b

1.2 Merekapitulasi laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang
1.3 Meninjau langsung lokasi vang menunjukkan penyimpangan
besar/kasus penvimpangan tata ruang

Pemantauan, dilakukan dengan mengamat. mengawasi dan
memeriksa perubahan kualitas ruang dan lingkunean termasuk
penilaian  perijinan  vang telah diberikan  kepada pelaku
pembangunan. Kegiatan imi memaniau perkembangan fisik
pemanfaatan ruang dengan 3 (tiga) komponen data utama vaitu .
kependudukan, struklur ruang dan pemanfaatan ruang Kegiatan
yang dilaksanakan adalah

2.1 Penyiapan kerangka acuan pekerjaan pemantauan dan
pembentukan tim kecil

22 Mengumpulkan data dan pemetaan kondisi  fisik
wilayahMemeriksa kesesuaian antara data eksisting dan data
rencana lata ruang tentang kependudukan

2.3 Memeriksa kesesuaian antara data fisik wilavah eksisting
dengan rencana pemanfaatan ruang

24 Memmuskan temuan penyimpangan, membahas temuan
penyimpangan dan rekomendasi tindak lanmut dalam forum
TKPRD Pemenintah Daerah

2.5 Menyiapkan laporan hasil pemantasan kepada Bupati

26 Menyiapkan laporan hasil pemantauan kepada instansi
pemerintah daerah terkail dan camat

Evaluasi, dilakukan dengan menila kemajuan kegiatan
pemanfaatan ruang dikaitkan dengan kondisi rencana tata ruang
vang ada

3.1 Evaluasi temuan penyimpangan pelaksanaan pembangunan
3.2 Evaluasi program-program pembangunan
3.3 Evaluasi kinerja instansi pemben ijin

b. Penertiban
Kegiatan penertiban yang dilakukan di kawasan perkotaan dan pedesaan
meliputi :
a) Membuat sural penngatan/leguran  dalam hal  pelaksanaan

b)

pemanfaalan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang
kawasan perkotaan dan pedesaan

Memberikan sanksi dalam hal tidak efektifiva surat teguran melalui
prosedur hukum acara vang berlaku.
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Jems pengenaan sanksi dilakukan atas dasar peraturan perundangan vang
berlaku sebagaimana tertuang dalam Pasal 18 UU No.24 Tahun 1992
Adapun kegiatan dalam tahap penertiban pelanggaran tata ruang adalah

4 Menviapkan langkah-langkah penertiban pelanggaran pemanfaatan
ruang

b. Membahas langkah penertiban dalam forum TKPRD Pemerintah
Daerah

c. Melaporkan kepada Kepala Pemerintah Daerah tentang rencana
tindakan penertiban

d. Penugasan tim khusus untuk melaksanakan koordinasi tindakan
penertiban

Tim khusus melaksanakan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang

Bentuk Penertiban vang dapat dilakukan dalam usaha mencapar “tertib
ruang” adalah -

a. Pencabulan ijin vang telah diberikan. apabila pemanfaatan ruang tidak
sesual dengan rencana tata ruang

b. Kegiatan pembangunan dihentikan uniuk sementara dan pihak
pelaksana (investor/masyarakat) diminta untuk mematuhi aturan yang
sesual dengan rencana tata ruang setelah dilakukan teguran tertulis
sebanyak tiga kali

¢. Pengenaan denda sesuai dengan peraturan perundangan vang berlaku,
dan/atau kekurangan

d. Melalui mekanisme pengendalian, pemulihan fungsi dan pembinaan

¢. Instansi Pelaksana Pengendalian

Pada dasarnya, pembagian tugas antar instansi pemerintah Kabupaten
Banyuwangi di dalam mengenai urusan pengendalian belum diatur secara
formal. Selama ini penanganan urusan dimaksud masih sepenuhnya
menjadi kebijaksanaan Kepala Daerah setempat Akibatnya, kinerja
pengendalian pemanfaatan ruang berbeda antara satu kabupaten dengan
kabupaten lainnya.

Instansi-instansi di Kabupaten yang terkait dengan urusan pengendalian
dapat dikelompokkan sebagai berikut -

4) Bappeda Kabupaten Banyuwangi, vang bertugas mengkoordinasikan
penyiapan RTRW kabupaten dan pengendali struktur tata ruang di
kabupaten

b) Dinas Teknik Kabupalen Banyuwangi, vang bertugas menangani
pekerjaan teknis keruangan secara rinci baik penyiapan rencana rinci
lata ruang maupun pengendali blok peruntukkan dan penggunaan
bangunan

¢) Instansi Penyelidik dan Penertiban Pelanggaran Tata Ruang, adalah
instansi yang sesuai bidang tugasnya memproses penegakan hukum.
salah satunva termasuk penspakan peraturan perundangan vang
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berkaitan dengan penataan ruang Guna mendavagunakan penertiban
pelanggaran tata ruang, maka instansi pemenntah daerah terkait dapat
digabungkan dalam suatu wadah (Tim Koordinasi) vang ditetapkan
berdasarkan Sural Kepulusan Bupati, yang anggotanva terdini dari
ltwilkab, Bappeda. Dinas Teknis Pemben Ljin, Kejaksaan, Kodim.
Camat. Lurah/Kades dsb

3.1.2 Proses dan Prosedur Perencanaan Tata Ruang

Dalam “penvusunan dan penetapan” rencana tata ruang. penjelasan atas

pasal 13 ayal (1) Undang-Undang No.24 Tahun 1992 menggariskan 4 tahap,

langkah kegiatan vaitu

I, menentukan arah pengembangan yvang akan dicapai dilihat dan
segl ekonomi, sosial, budaya, daya dukung, dan dava tampung
Imgkungan . serta fungsi pertahanan dan keamanan;
mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan
dalam suatu wilayah perencanaan;

3. perumusan perencanaan lata ruang.

4. penetapan rencana tata ruang,

.I‘-\J

Penyusunan Rencana Tata Ruang. berdasarkan Pasal 13 avat (1) Undang-

Undang Ne.24 Tahun 1992 disebutkan bahwa perencanaan tata ruang dilakukan

proses dan prosedur penvusunan serta penetapan rencana lata ruang berdasarkan

ketentuan peraturan perundangan-undangan vang berlaku.

Secara umum, proses dan prosedur penyusunan serta penetapan rencana

tata ruang adalah sebagaimana membuatl suatu peraturan daerah. Oleh karena

hakekat Rencana Umum Tata Ruang (Kabupaten atau Kota) itu adalah Peraturan

Daerah juga Berdasarkan hal tersebut, maka proses dan prosedur penyusunan

serta penetapan rencana tata ruang adalah sebagai berikut

&

Bupat/Walikota sebagai Kepala Daerah membentuk tim teknis vang
meliputi unsur-unsur . (Bappeda, Kamtor Pertanahan Nasional.
Kimpraswil, Dinas Pengairan, Dinas Perhubungan, dll) yang tertuang
dalam Surat Keputusan untuk Penyusunan RTRW Kabupaten
Banyuwangi 2005-2015.

BupatvyWahikota’Bappeda melakukan proses lelang/tender melalui

konsultan untuk membuat rencana tata ruang:
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€. Konsultan dalam membuat rencana tata ruang, memperhatikan
masukan-masukan dan masyarakat. Instansi / Swasta / Lembaga /
Forum / LSM, agar diperoleh atau dihasilkan suatu rencana tata ruang
vang baik:

d. Rencana tata ruang vang telah dibuat / dihasilkan. direkomendasikan
oleh konsultan, kemudian diserahkan kepada BupatvWalikota untuk
selanjutnya  diajukan ke DPRD untuk mendapatkan pengesahan
menjadi rancangan peraturan daerah:

¢ Rancangan peraturan daerah ( tentang rencana tata ruang) kemudian di
konsultasikan kepada Gubemur untuk mendapathan rekomendasi;

f. Melalui tim teknis Propinsi vaitu © Bappeda, Dinas Permukiman, Biro
Hukum dan BPN, rancangan peraturan daerah tersebut diteliti;

g Rancangan peraturan daerah vang telah diteliti tim teknis Propinst,
kemudian dibawa ke Menteri Dalam Negeri, untuk diteliti tim dar
Direktorat Jendral Pembangunan Daerah;

h Rancangan peraturan daerah (tentang rencana tata ruang) yang telah
disetujui tm dari Direktorat Jendral Pembangunan Daerah, kemudian
dikeluarkan Keputusan Mendagri;

I Setelah mendapal Keputusan Mendagri. Rancangan peraturan daerah
(tentang rencana tata ruang) dikembalikan kepada Bupati/Walikota:

J. Oleh Bupati/Walikota, Rancangan peraturan daerah ( lentang rencana
lata ruang) vang telah mendapal Keputusan Mendagri tersebut
kemudian dijadikan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang
Wilayah Kabupaten/Kotamadva vaitu |

Untuk Kabupaten Banvuwangi berkaitan dengan tersebut di alas, maka

telah
I, Dwndangkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 31

Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Banyuwangi Tahun 1999-2010 pada Pasal 3

(1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi disusun
untuk masa waktu 10 (sepuluh) tahun vaitu 1999-2010;
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(2) Untuk menghindani  teradinva penvimpangan  dalam
pelaksanaannva perfu dilakukan pemnjavan kembal; (evaluasi)
secara periodik setiap 5 (lima) tahun sekal; untuk diubah dan
disesuaikan dengan perkembangan keadaan

Diterbitkannya Rencana Umurm Tala Ruang Kota Banvuwangy
2005-2015 disebutkan lenlang penataan ruang bertujuan unuk

2.1 mewujudkan tata fuang kota vang memenubi  kebutuhan
pembangunan vang senantiasa berwawasan lingkungan

2.2 mewujudkan tata ruang kola vang efisien dalam alokas;
Investasi,  bersinerg.  seria meningkatkan  pertumbuhan
ekomomi wilavah:

2.3 mewujudkan tata ruang kota sebagar acuan dalam penvusunan
program  pembangunan  uniuk lercapminya  kesejahteraan
masyarakat.

3.2 Keterbukaan Perencanaan Tata Ruang Kota Banyuwangi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi No 32 Tghun
2004, wilayah Kota Banyuwangi meliputi areal seluas 2 730 Ha, vang meliputi 24
Kelurahan, vang terdin atas 16 Kelurahan Kecamatan Banyuwangi, 6 Kelurahan

Kecamatan Giri dan 2 Kelurahan Kecamatan Glagah Sedangkan pembagian Kota
Banyuwangi nampak dalam tabel berikut
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Tabel | | Pembagian Kecamatan dan Kelurahan
di Kota Banyuwangi

,r_ﬁa. Kecamatan Kelurahan
I | Kecamatan Banyuwang; Kelurahan Kertosari
Kelurahan Karangrejo
Kelurahan Sobo
Kelurahan Tukang Kayu
| Kelurahan Mandar
Kelurahan Lateng
Kelurahan Pengantigan
Kelurahan Kebalenan
Kelurahan Pakis
| Kelurahan Sukowidi
Kelurahan Singgonegaraan
| Kelurahan Kauman
‘ Kelurahan Temenggungan

Kelurahan Sasak Perot
Kelurahan Bengawan
Kelurahan Kanalan

2. | Kecamatan Giri Kelurahan Penataban
Kelurahan Boyolangu
Kelurzhan Grogol
Kelurahan Gin
Kelurahan Sukorojo

Kelurahan Karangasem

3. | Kecamatan Glagah Kelurahan Glagah
Kelurahan Banjarsari

Sumber : Data Bappeda Kabupaten Banyuwangi 2005

Untuk mengetahui keterbukaan dalam penyusunan Rencana Umum Tata
Ruang Kota (RUTRK) Kota Banyuwangi penyusun melakukan penelitian dengan
cara mengikuti sosialisasi atau seminar penyusunan RUTRK Kota Banyuwangi
vang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ( BAPPEDA)
Kabupaten Banyuwangi dan melakukan wawancara kepada 5 kelompok
responden vang terdiri dari -

I Lembaga Swadaya Masyarakat,
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2. Tokoh masvarakal non formal:

3. Tokoh masvarakat formal:

4 Masvarakat umum;

5. Aparal Kepolisian.
Langkah tersebut untuk memperoleh informasi apakah masyvarakal mengetahui
atau tidak penvusunan RUTRK Kota Banvuwangi vang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Banvuwangi.

Tabel 2 - Suara Masyarakat Banvuwangai Kota

| T
Mengetahui
Adanya Rencana
Umum Tata
| No. | Kelompok Responden Ruang Kota Keterangan
Banvuwangi
{RUTRK) '
Ya | Tidak
L. | Lembaga Swadava 2 3 | Masing-masing LSM  vang
| Masyarakat (LSM) berada di daerah kecamatan
Kota  Banvowangi  tidak
mendapat undangan dan tidak
hadir dalam sosialisasi |
pemyusunan RUTRK Kota |
| Banyuwangi int juga
disebabkan sosiahisasi tidak
dilakukan secara bertahap,
untuk  vang  mengetahu
disebabkan letak sosialisasi
| dekat dengan tempat LSM itu
' berada
2. | Tokoh masyarakat non ! 4 Tokoh masvarakat non formal
formal. sepertt Kvai alau Tokoh Adat
Banvuwangi tidak mengetahui
adanva  sosialisas)  ataupun
RUTRK Kota Banvuwangi itu
) i ] sendin, dan  mereka vang |
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209 |

' mengelahui mendapatkan
‘ informas: dan surat kabar, |

3 !Tc-i.:)h masvarakat 4 I Tokoh masvarakal J"nrma]\
| formal, sepertt Lurah atau Kepala
I' Desa dalam hal in1 mereka
' mendapatkan informasi  dan
| | Bappeda Kota Banvuwang
| dan mendapatkan undangan
sosiahisasi  tentang RUTRK

Kota Bamvuwang

4. | Masvarakal umum. - 5 Masvarakat dalam hal ini
bdak  mengetahw  adanva
sosiahisast  RUTRK  Kota
Banyuwangi  dan  hanya
mendengarkan selentingan
saja

{ i ]
Lad

5. Aparat Kepolisian, Aparal Kepolisian dalam hal
| ini ada vyang mendapatkan
undangan sosialisasi RUTRK

| Kota Banvuwangi dan ada
‘ vang tidak ataupun hanva

mendapatkan informas1  dan
surat kabar.

1N

“Sumber  Data Diolah 2006

Berdasarkan tabel di alas dapat diketahui bahwa masvarakal kota
Banyuwangi banyak vang belum mengetahui tentang Rencana Umum Tata Ruang
Kota Banyuwangi (RUTRK) hal ini disebabkan, kurangnva sosialisasi pihak
Bappeda Kabupaten Banyuwangi mengenai rencana lata ruang kota hal ini dapat
diketahur dari masing-masing LSM vang tidak mendapat undanegan tentang
sostalisasi rencana umum tata ruang Kota Banyuwangi, tidak dilibatkannva Tokoh
masvarakal non formal seperti Kvai atau Tokoh Adat dalam rencana umum 1ata
ruang Kota Banyvuwangi, masvarakat umum vang tidak dilibatkan dalam
sosialisasi rencana umum tata ruang kota dan hanva mengetahui dar surat kabar,

Aparat Kepolisian vang tidak mendapatkan undangan sosialisasi rencana umum
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lata ruang kota dan hanva mengetahui dari surat kabar Sedangkan Tokoh
masyarakat formal seperti Camat, Lurah dan Kepala Desa mengetahui tentang
fencana umum tata ruang Kota Banyuwangi karena mendapatkan informasi dan
undangan sosialisasi rencana umum tata ruang Kota Banyuwangi dan pihak
Bappeda Kabupaten Banyuwangi.
Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan Lembaga Sawadaya Masvarakat
(LSM) dalam penyusunan RUTRK Kota Banyuwangi adalah penting karena
melalui wadah tersebut dapat diketahui keinginan dan kemauan masyarakat
: lerhadap perkembangan, kemajuan dan kemakmuran daerahnya khususnya Kota
Banyuwangi. Melalui wadah seperti Ormas dan LSM maka keinginan masyarakat
untuk maju dan makmur dapat tertampung, berikut tabel dafiar Ormas dan LSM
yang penulis wawancarai di Kota Banyuwangi -
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Tabel 3 : Daftar Organisasi Masyarakat dan LSM
di Kota Banyuwangi

No. | Nama Ormas / Tanggal Nomor Alamat | Sifat Khusus l
LSM Register
. |LSM  Komite |04 - 01 — 2006 JI. Ikan Memperjuangkan
Peduli 220/05/429/1112006 Wader Pari keadilan
Peradilan No.36 masyrakat
Bersih || Banyuwangi
2. | LSM 07 - 02 - 2006 | JI. Kawah | Sosial
| EKANUSA 220/76/427/111/2006 | ljen Paspan | kemasyarakatan |
No.23 '
Banyuwangi
3. | LSM 09 - 02 - 2006 | JI. Kemuning Membangun
GERBANG 220/83/429/11172006 No.56 masyarakat di
Banyuwangi | segala bidang
sesuai dengan
program
pemerintah
4. | LSM APRB Il - 03 - 2006 | Jl,Bayangkara Sosial
220/199/429/111/,2006 No.348 kemasyarakatan
Banyuwangi
|
5. | Lembaga Il - 03 - 2006 JI. Raden Sosial
Kerukunan 220/182/429/111/2006 Wijaya kemasyarakatan
Keluarga No.108
Sejuhtera Banyuwangi

Sumber : Data Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kabupaten Banyuwangi 2003

Berdasarkan tabel diatas penyvusun melakukan wawancara kepada 5 LSM
yang ada di kota Banyuwangi, dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa hanva
2 LSM yang mengetahui dan mendapatkan undangan sosialisasi rencana umum
tata ruang Kota Banyuwangi. Sedangkan 3 LSM lainnya tidak mengetahui dan
tidak mendapatkan undangan dari pihak Bappeda Kabupaten Banyuwangi

3.3 Kajian Proses dan Prosedur Perencanaan Tata Ruang Kota Banyuwangi
Pengaturan tata ruang suatu wilayah tidak lepas dari kemampuan lahan ity

sendiri adalah salah satu aspek fisik yang perlu diperhatikan dalam penyusunan

rencana fisik karcna menyangkut kemampuan efektif dar tanah dan kondisi
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wilayah Maka dalam pengaturan pola penggunaan tanah akan mencakup tindakan
pengembangan fungsi, pergeseran, peruntukan dan pengembangan daerah vang
belum terbangun. Pada umumnya pengembangan fungsi ditunjukan pada jems
penggunaan tanah vang dalam struktur tata ruang vang ada masih baik untuk
dikembangkan dimasa depan, sedangkan pergeseran peruntukan terjadi pada
daerah permukiman vang berubah fungsinya menjadi kawasan perdapangan.
pengembangan fasilitas perumahan, perdagangan perindustrian rekreasi dan

pendidikan.

Penataan ruang meliputi proses perencanaan tata ruang (Penjelasan Pasal
19 Undang-Undang No 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang) vang
menghasilkan !
a Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (vang disebut Strategi
Nasional Pengembangan Pola Tata Ruang-SNPPTR):
b. Rencana Tata Ruang Wilavah Propinsi (vang disebut Rencana
Struktur Tata Ruang Wilavah Propinsi-RSTRWP):

¢. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota (vang disebut Rencana
Umum Tata Ruang Kabupaten/Kota-RUTRK).

Rencana Kabupaten atau Kota dilihat dari tingkat kedalaman materinya
(Permendagri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota.
pelunjuk Pelaksanaanya dalam keputusan Mendagri Nomor 59 Tahun 1988)
terdin dan -

Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK):

Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK):
Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK).

L b3 —

Rencana tata ruang di Kota Kabupaten Banvuwangi merupakan RDTRK
mengapa karena merupakan rencana sebagian saja bukan secara keseluruhan,
detail mengenai kawasan kota tidak mencakup kawasan Kabupaten. Pada rencana
lala ruang ada suatu perencanaan, perencanaan ini  dilakukan untuk

mengoptimalkan ruang yang ada sesuai dengan keadaan lingkungan
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Menurut Budiharjo (1997:9) proses dan prosedur perencanaan tata ruang
dilaksanakan secara terpisah dan terpadu, dengan langkah-langkah kegiatan
sebagai berikut :

a menentukan arah pengembangan yang akan dicapai dilihat dari segi
ekonomi, sosial, budaya, daya dukung dan daya tampung lingkungan,
serta fungsi pertahanan keamanan;

b. mengidentifikasi berbagai potensi dan masalah pembangunan dalam
suatu wilayah perencanaan;

C. perumusan perencanaan tata ruang,

d. penetapan rencana tata ruang,

Prosedur perencanaan tata ruang ada 2 hal sebelum berlakunya Undang-

Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disebut secara
Konvensional dan sesudah Undang-Undang Pemerintah Daerah No 32 Tahun

2004 tentang Pemerintahan Daerah yang disebut secara Modern vaitu :

3.3.1 Prosedur Sebelum Berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004
Secara konvensional prosedur tata ruang sebelum berlakunya Undang-
Undang No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan diperbarui dengan
dikeluarkannya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, sesuai dengan strategi pembangunan perkotaan yang digariskan GBHN
pembangunan perkotaan dalam pelita IV  dimaksudkan untuk lebih
mengkoordinasikan dan menserasikan perencanaan pelaksanaan kegiatan
pembangunan perkotaan dilakukan secara sektoral melalui program pusat, daerah
maupun masyarakat, jadi peranan pemerintah pusat untuk mengatur daerah sangat
banyak sekali dalam suatu perencanaan khususnya perkotaan dan pada umumnya

tata ruang di Indonesia

Dengan gambaran demikian pusat sangat aktif dan ikut campur dalam
masalah tata ruang suatu daerah sebelum berlakunya Undang-undang Otonomi
Daerah, semua diatur oleh pemerintah pusat setiap kebijakan perencanaan tata
ruang harus disetujui oleh pemerintah pusat, dengan kata lain “Top Down” dari
atas ke bawah. Tapi dalam kenyataannya banyak kendala yang ditimbulkan karena
birokrasi vang terlalu berbelit-behit
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3.3.2 Prosedur Setelah Berlakunya Undang-Undang No.32 Tahun 2004

helemahan vang dibmbulkan dan perencanaan (ata ruang secara
norvenstonal berakibat makin menumpuknyva lugas pemenntah pusal sehingga
untuk melakukan keputusan vang sekiranya mendesak memperlubkan waktu vang
lama dengan cara-cara birokrasi vang berbelit-beli. dan 1hut campur langannya
pemenntah pusat dalam perencanaan di daerah menambah permasalahan bary
Untuk mempermudah dan mengurang: tugas-tugas pemenntah pusat vang lerlalu
banvak dengan demikian pemenntah mengeluarkan Lindang-undang No 32 Tahun
2000 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 10 avat (2) vang berbunyy

“Dalam  menvelengearakan  urusan  pemenniahan  vang tnenjadi

hewenangan daerah sebagaimana dimaksud pada avat (1). pemerintah

daerah  menjalankan  otonomi  seluas-luasnva  untuk  mengatur dan

mengurus sendin urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan
tugas pembaniuan”

Pemerintah daerah dapal mengatur rumah langeanya sendiri termasuk
perencanaan lala ruang. di dalam otonomi daerah perencanaan tata ruang di mulai
dari daerah bukan lagi dari pusal melainkan “Bottom Up* dari bawah ke atas.
Pemerintah akan menyesuaikan dengan di daerah vang sesua dengan keadaan

lingkungan sosial. ekonomi. budava dan politik di dasrah

Pada prosedur penataan ruang untuk Kota Bamvuwangi vang terjadi di
kabupaten Banyvuwangi. bahwa perencanaan tata ruang Kota Banvuwangi telah

memual beberapa poin penting di antaranva:

I Dwndanghan Peraturan Daerah Kabupaten Bamvuwang Nomor 31 Tahun
2002 tentang Pelaksanaan Rencana Tata Ruang Wilavah Kabupaten

Banyuwangi Tahun 1999-2010 pada Pasal 3

(1) Rencana Tata Ruang Wilavah kabupaten Banvuwangr disusun
untuk masa waktu 10 (sepuluh) tahun vaitu 1999-2010):

{2) Untuk menghindar terjadinyva penvimpangan  dalam
pelaksanaannva perlu dilakukan penimjauan kembali (evaluasi)
secara penodik setiap 3 (limay twhun sekali untuk divhah dan
disesuatkan dengan perkembangon keadaan
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2. Diterbitkannya Rencana Umum Tata Ruang Kota Banyuwangi 2005-2015
disebutkan tentang penataan ruang bertujuan untuk :

& mewujudkan tata ruang kota yang memenuhi kebutuhan pembangunan
yang senantiasa berwawasan lingkungan :

b. mewujudkan tata ruang kota yang efisien dalam alokasi investasi,
bersinergi, serta meningkatkan pertumbuhan ekomomi wilayah;

¢. mewuudkan tata ruang kota sebagai acuan dalam penyusunan
program pembangunan untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat.

3.4 Kajian Keterbukaan Perencanaan Tata Ruang Kota Banyuwangi

Adanya berbagai permasalahan di dalam pembangunan kota-kota di
Indonesia, khususnya kota-kota menengah dan kota besar, terutama diakibatkan
kurang dilibatkannya masvarakat di dalam proses pembangunan kota-kota
dimaksud, sejak proses awal vaitu dari tahap perencanaan. Akibatnya hasil
pembangunan di kota-kota menengah dan besar di Indonesia cenderung mengarah
untuk menampung kebutuhan sebagian kecil kelompok masyarakat, yang rata-rata
berpenghasilan tinggi dan menengah. Sebagian besar kelompok masyarakat yang
berpenghasilan rendah tidak lertampung  aspirasinya, pada perencanaan
pembangunan kota dan perencanaan pembangunan kawasan. Kota-kota menengah
dan besar di Indonesia saat ini menyajikan kondisi yang dilematik. Di satu sisi
pertumbuhan dan pembangunan kota cukup pesai, namun disisi lain
menagkibatkan masyarakat berpenghasilan rendah tersingkir dan semakin miskin.
Terjadinya kontradiksi ini akhirnya sering menimbulkan konflik sosial yang
mengarah kepada pengrusakan sarana dan prasarana fisik perkotaan dan sendi-
sendi sosial antar kelompok masyarakat yang sebelumnya sudah cukup kuat dan
terpelihara dengan baik (Wikantiyoso, 1997 12).

Pelibatan masyarakat dalam perencanaan kota di Indonesia masih sering
diabaikan, padahal penting sekali artinya untuk menumbuhkan harga diri, percaya
diri dan jati diri (Budiharjo, 1997:9) Belajar dari pengalaman yang sama pada
negara-negara berkembang lainnya, maka visi kota-kota besar dan menengah di
masa depan memerlukan pemberdayaan dan peningkatan peran serta masyarakat
seluas mungkin, sejak awal, yaitu tahap perencanaan.
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Undang-Undang No 24 Tahun 1992  Pasal 2 vang di dalamnva
menjelaskan tentang asas-asas hukum penataan ruang. asas keterbukaan pada
hhusisnva vang berbunvi

“Keterbukaan dalam pemataan ruang mengandung makna bahwa dalam

penataan ruang lerdapat transparansi dar proses penvusunan peraturan

ruang. pemanfaatan ruamg dan pengendaliannva selain itu rencana tata
ruang terbuka untuk dilestarikan masvarakat”

Dalam hal im Pemenntah Kabupaten Banyuwangi melakukan pendekatan
peran serta masvarakal, pendekatan ini dimaksudkan umtuk memberikan
kesempatan vang seluas-luasnya kepada warga masvarakat untuk mengelahw dan
berperan serta dalam kegiatan penataan ruang Kota Banyvuwangi Dalam Undang-
undang Nomor 24 Tahun 1992 Pasal 25 disebutkan

Pemennlah menvelenggaakan pembinaan dengan -

a mengumumkan dan menyebarluaskan rencana tata ruang kepada
masyarakat:

b. menumbuhkan serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab
masvarakat melalw  penyuluhan, bimbingan. pendidikan. dan
pelatihan.

Telah dikemukakan bahwa masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam
keseluruhan proses kegialan penataan ruang wilavah mulm  dar tahap
perencanaan, pemanfaatan ruang hingga pengendalian pemanfaatan ruang. Oleh
karena itu, Pemvusunan Rencana Umum Tata Ruang Kota Banvuwangi (RUTRK)
harus dilakukan secara terbuka sehingga memungkinkan masvarakat untuk
melaksanakan haknya. yakni memberikan masukan berupa informasi. data
tanggapan dan saran-saran. Dengan demikian diharapkan bahwa Rencana Umum
Tata Ruang Kota vang tersusun akan bersifal aspiratif dan mewadahi berbagai
Kepentingan lapisan masyarakat. sehingga nantinva lebih mudah dioperasionalkan

Selamjuinya diharapkan pula dapat dimasvarakatkan secara terbuka, agar
semua lapisan masyarakal mempanvai akses yang sama terhadap informasi dan
peluang-peluang pembangunan vang terkandung di dalam Rencana Unwum Tata

Ruang Kota Banvuwang),
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Gambaran aspirasi masyarakat terhadap dinamika tata rumg vang terjadi |
di Kabupaten Banvuwang: Kota Banyuwangi pada klususnyva vane terakomodasi
dari pelaksanaan sosalissi (seminar) vang dilabukan Bappada Kabupaten |
Banyuwangi vang berempat di aula Universitas Tujuitbelas Agustus Banvuwangi
menghasilkan beberaga masukan. saran. maupun arah pengembangan vang

diinginkan untuk Kota Bamuwangi pada masa vang alfftan dalang adalah

|. Arah  kehijaksn pembangunan vang dimginkan  untuk  Kola
Banvuwangi letap memperiahankan Xota Banvuwang) scbaga
wilayah parwisata dan  didukung eleh  sektor industni  dan
perdagangin

2. Perlu adasya perhatian khusus terhadap pendidikan terutama dalam
hal penyednan fasilitas pendidikan vang memadai dan terjanghau oleh
seluruh nmsyamakat, Salah satu keingimannyva bahwa dalam setiap
kecamatam paling sedikit terdapat 1 selnlah menengah umum dan
sekolah memengah kejuruan  Selain  itw  untuk meningkatkan
perkembamgan pendidikan di Kota Banyawangi perlu dikembangkan
perguruan ENge negen,

3. Peningkata sumberdaya manusia terutama tingkal pendidikan serta
masalah sesial lainnya. -

4. Perlu adamwa peningkatan sarana dan pessarana terutama akses dan
promust wntuk. mendukung dan meningkatkan kegiatan perlamian,
pariwisata dan mantim.

5. Pada dasarmyva masvarakat  Kota Banvuwang:  mendukung
dibangunmsa kawasan industri di Wongsorejo. namun vang perlu
diperhatikan bahwa industri vang dihamapkan berkembang adalah
ndustri yamg mengolah hasil bumi Kota Banyuwangi. salah salunya
adalah kelapa dan hasil perikanan Namun demikian periu tetap
memperhatkan lingkimgan  denean  Bmbah  vany  dihasilkan,
mengingat ganta tmur Banvuwangt (Selat Bali) kava dengan terumbu

karang vang memupakan fempat hidup ikan di faut.
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6 Dalam perencanaan 1na ruang wilavah koia Banvwwang perlu
memperhatikan  reneana-rencana stralegis  vang; sudah  dibahas
sebelumnya
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4.1 Kesimpulan
Dar urman tersebut di aras, maka penulis dapat menarik kesimpulan
antara lain sebagai benkut
| Proses dan prosedur perencanaam (aa ruang Kola Banvuwangi belum
berialan dengan bark dan belum sesuai dengan peraturan vang berlaku.
fal mi disebabkan karena Kursngnva keterlibatan perun  sertn
masyarakal dalam proses dan prosedur perencanasn taia ruang Kola
Banvuwang),

b

Perencanaan tata ruang i Keta Banvuwangi belum sepenuhnya
terbuka karena Bappedn kurang melakukan sosialisasi dan kurang
melibatkan  peran  serta  masvarakar vang dimaksudkan  untuk
memberikan kesempatan vang seluas-luasnva kepada masvarakat ikut
dalam pembangunan  dalam  kegmatan penataan ruang Kol
Banyuwangr hal i terbukti dengan sedikitnya masyarakat vang
mengetahul adanya Rencana Ummmm Tata Ruang Kota

4.2 Saran
| Prhak Bappeda Kota Banvuwang disharapkan dapat melibatkan peran
serta masvarakal dalam proses dan prosedur perencanaan tata ruang
Kota Banmvuwangi untuk mendagatkan hasil ¥ang rencana 1ata ruang
vang bermanfaat untuk jangka gunyang karema hasil dari rencana tata
fmng lersebul untuk kepenimgan selurvh lapisan masyarakat
kBususnva masvarakat Kota Bansuwanpi.

4o )

Peran serta masyarakat dalam grosss perencanaan tata ruang kota
rmasth sangat tesbatas. Oleh karemr itu diharapkan pada pihak Bappeda
Kabupaten Banvuwangi tidak temuohu hanva pada keuwintan sosialisasi
samunar swa tetapr melalul undalan sang dapat membual massyarakat

mmgertl tentang Rencana Umum Tata Kota

38
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Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan

kepada Saudara scorang mahasiswa -

Nama ACHMAD RAHAH

MNIM 020710101089

Program : 8 1 llmu Hukum

Alamat - Jl. MH. Thamrin Perum PT. KBR No. 27

Keperluan  : Penelitian Tentang Masalah
TATA RUANG PERKOTAAN
(Studi Tentang Perencagaan Tata Ruang di Kota Banyuwangi)

Schubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya, karena hasil
dari penelitian ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan Skripsi,
Atas bantuan dan kerjasama vang baik kami ucapkan terimakasih.
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Jalan H.O.S. Cokroamineto in Felp/Fax 0333424504

BANYUWANGI 68425

Bamyuwangi, Oktober 2006
Nomor 072/ 832 212911 12006 Kepada
Sifat © Penting ¥ih. Sdr. Dekan Fakulas Hukum
Lampiran  © .- Unuversitas Jember
Peribal - Rekomendasi 1jin Penclitian
D -
JEMBER
Memperhatikan surat saudara tanggal 3 Oktober 2006 Nomor - 368] /
J25.1.1/ PP.9/ 2006, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, maka dengan
ini kami tidak keberatan  memberikan rekomendasi ijin  penelitian kepadn
mahasiswa saudara
l. Nama ¢ ACHMAD RAHADI
2 NIM 020710101089
3. Lokasi BAPPEDA K.lbupah:nllan}':mangi
4. Wakiu -1 ( satu ) bulan mulai tanggal 19 Oklober sampas
dengan 18 Desember 2006,
5. Judul Penclitian lata Rumng Perkotaan (Studi Tentang Perencaan
I'ata Rusmg di Kola Banyuwangi)
Guna  mendaputkun  informasi/data yang diperlukan, peneliti wajib mentuati
peraturan dan tat tertib vang berlaku,
Demikian untuk dipergunakan sehagamana mestinya,
An. KEPALA DINAS KESOS, KESBANG DAN LINMAS
EABUPATEN BANYUWANGI
Kabid kesituan bungsa
| -
e
lembusan o Do SETIO BA NS
|. Bupati Bany uwanpi (schagai i Pembina Tifok
laporan) NIP. 510 096 300
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